
 
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 

PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS 
NOMOR 1 TAHUN 2025 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 

TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 
 
 

Menimbang : a.  bahwa analisis standar belanja digunakan dalam 
perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan 

dan belanja daerah yang berfungsi sebagai batas 
tertinggi, referensi, bahan perhitungan pagu indikatif 

dan estimasi; 
  b. bahwa berdasarkan usulan analisis standar belanja 

dari beberapa perangkat daerah dan Putusan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 
P/HUM/2024 serta Surat Edaran Bersama Direktur 

Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian 
Keuangan dan Direktur Jenderal Bina Keuangan 

Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor SE-
1/PK/2024 dan Nomor 900.1.15.1/16208/Keuda 
tentang Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Agung 

Nomor 12 P/HUM/2024 mengenai permohonan 
keberatan hak uji materil terhadap Peraturan Presiden 

Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang 

Standar Harga Satuan Regional, perlu dilakukan 
penyesuaian terhadap Analisis Standar Belanja Tahun 
Anggaran 2025; 

  c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam 
menetapkan perubahan analisis standar belanja 

diperlukan suatu pengaturan; 
  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang 

Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di 

Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia     Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia         Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia     

Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 

Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6523); 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia         Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 



-3- 

 

10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 12  Tahun 2021 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Presiden   Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia   Tahun 2021 Nomor 63); 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54       
Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belaja Negara Tahun 
Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 
72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 
Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016       
Nomor 547); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan 
Anambas Tahun 2022 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 91); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI NOMOR 26 TAHUN 2024 TENTANG 
ANALISIS STANDAR BELANJA TAHUN ANGGARAN 2025. 

 
Pasal I 

Lampiran Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2024 tentang 
Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025 (Berita 

Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 
Nomor 789), diubah sebagaimana tercantum dalam 
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Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Kepulauan Anambas. 

 

 

Ditetapkan di Tarempa 
pada tanggal 13 Januari 2025 

 
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS, 

 
 
 

dto 
ABDUL HARIS 

 

 

Diundangkan di Tarempa 
pada tanggal 13 Januari 2025 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS, 
 
 

   dto 
 

SAHTIAR 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2025 

NOMOR 823 
 

 Salinan sesuai dengan aslinya 

 KEPALA BAGIAN HUKUM 
 

 
 

 

  BASISWAN M., SH., MH. 
  Pembina/IV.a 

NIP. 198306042014041001 
 


